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BUPATI SINTANG

PERATURAN gy
PATI SINTAN
NOMOR 32 TAHUN 2@125

TENTANG

SISTEM DAN PROSE

PEMELIHARAANBAR Ay L O AMANAN DAN

ARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

bahwar dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik
Pemerintah  Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan
pengamanan dan pemeliharaan secara tertib agar dapat
d:gunakgn secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan
Otonomi Daerah:;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Pasal 4 Ayat 2 hurufl g untuk melaksanakan Pengamanan
dan pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan,
efisiensi, akuntabilitasi dan kepastian nilai, maka perlu diatur
dalam Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sintang;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hurufa dan b
di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nc:mardlg Tahr:m 1955 tentang
Penjualan Rumah-Rumah Negeri sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

1959 tentang Penetapan
U _Undang Nomor 27 Tahun

Uzgzzg_undaﬂg Darurat Nomor 3_ Tal'}un 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
- Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

lik Indonesia ‘
E;ia;:raiﬂp;;ara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai

mbaran Negara Republik lndon_esia Tahun
!1_151 ;j; ?ngl;!]:;l igg 'IF;mahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 1820);

mor 5 Tahun 1960 tentang P‘ergturan Dz
Undan%-lir;iaﬂfg:‘;m (Lembaran Negara Republik Indon
'ﬁgﬁi 1096{3' Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 2043); :

4. Undang‘uﬂd:
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Undang-Undang N

Negara Yang gBerE;:Eﬂr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Nepotisme (Lembarap Na“ Bebas Darj Korupsi, Kolusi Dan
Nomor 75, Tambahap iiara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3815); mbaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undan
Tindak Fidanag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
E‘;‘;ﬂt;ggifgr{?nr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Undank Ui rN 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Republik s ] 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

epubli Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 50); ’

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Lembaran Negara Republik Induncgia Tahun IEG{H Nomor 126,
'[I‘amb:h:n er.'mhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

hun 2011 tentang Pembentukan
Undang-Undang Nomor 12 Ta .
Pf:raturgan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

mor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomeor 22, Tambahan Lembarar
onesia Nomor 5280);

Undang-Undang No
Bagi Pembangunan
Republik Indonesia
Negara Republik Ind

13. Peraturan
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Eg;rmorn40 Tahun 1994 tentang Rumah
Nomor 69 2 Republik Indonesia Tahun 1994
: Tambahar‘, Lembaran Negara Republik Indonesia
Pemerintah Nomor gaimana telah diubah dengan Peraturan

31 T
Peraturan Pemerintah Noﬁ‘;rn42005 tentang Perubahan Atas

0 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Ne : ,
m gam_Repub 005
Nomor 64, Tambahan Lemb epublik Indonesia Tahun 2

Nomor 4515); aran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaas
Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan
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22.
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24.

25.

26.

27

28.

PERATURAN

Peraturan Menterj p
al i
Tuntutan Perbendaharaa{ann I\:iegerl intatan Gant Rugi Keuangan

dan Materiil Daergh. an Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

Menteri Dalam Negeri Nomo

Sarana dan Prasarang Keljar 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam

. Neger;
Sistem Informasi Manajem eger1 Nomor 49 Tahun 2001 tentang

en Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pgdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

L

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu
Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan

Eksekutif Daerah;

2. Bupati adalah Bupati Sintang;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRT

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang;

7. Satu

BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

—
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erja Fe_rangkat Daerah van .

gl merintah Daera € selanjutnyg disi
ot gkt F‘c dari Sekretarigtyang Mmempunyaj ]:Ds ai:lngkat OKED) -ﬂ-dﬂjah sAuPBat;
) Dactah, ‘Sekretariat DBRD tﬁfrfiﬂm“ ngacrah

r 'kﬁn%ﬂﬂr? knis Daerah, Badan/Le
¥ : mb .
4ga Lainnya, Kantor selaku pengguna barang;

ya ] £
¥ abaB

ang berwenang adalap Pej : enang
i ! Jabat Pem ntah Daerah yang berw
mgb?na dan mengawasl peny elenggaraan Pen"fcrifl:;.l: Daeratf'r

ot ,
T :a adalah Bagian dari g ;
i Ker 2 atuan Kerja Ferangkat Daerah selaku Kuasa

milik daerah adalah semua baran i _
FI’AFBI;: galau berasal dari perolehan lainnya J’gn};gfh _l:hbeh atau diperoleh atas beban

.Pﬂ’gclaia bg;in%ﬂﬁ::;;iﬂgz Btéanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang
' perwenangé g Jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik

be
jaerals

elola barang milik daerah i i
_ pembantu PENg ¢ daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola
' dalah pe;gbat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
narang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;

| penggunad barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah:

| fuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
gunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada

jalam penguasaannya;

pengadaan Barang/Jasa _Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

garang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian

/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa;

r. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang,

I Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus
barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat
daerah/ unit kerja;

' Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang
milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya

funa dan berhasil guna;

] Pf_ﬂ_gamanan adalah kegiatan .tindakan pr:ngendglian dalam pengurusan barang
Mk daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutqya disingkat ﬁ.PBD adalah
;‘?ﬁf-‘ana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dar
SeWjui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupate

m“‘“& dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB 11




BAB I]
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

N enyusunan lPt;ratur an Bupati ini ialah untuk penyeragaman langkah d_gn
b r-_lr’ika ,n yang diperiuxan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik
i ah sesual dengan peraturan perundang-undangan.
36

o dari pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi

a vy
!w:bat etugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat
p?,akaj sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan pengamanan
1

fan pcmeliharaan barang milik daerah.
a

BAB 11l
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

,‘ Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang
' jan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik

daerah.

palam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:

Sekretaris Daerah selaku pengelola;

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola;
Kepala SKPD selaku pengguna;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;

Penyimpan barang; dan

Pengurus barang.

= Ao oo

Pasal 4

| Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang
dan bcrtanggungjawab .
& menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah,;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan;

;' Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

* Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
; S¢suai batas kewenangannya; dan

- Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau

dngunan,

§ .

;kretans Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:

b menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

' o Menelitj dap menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
m?l)eliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan baran
baerngatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapus_an dan pemindahtangang

ey, 8 Milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
1 akukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; ¢

" Mgy, .
; Clalukyy, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daers

| .
g (3) Sekretar
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s paerah selaku pengejola
?"'f-tan kewenangannya kepada pemp

f # Kerja Pengelol
tuan engelola Ke
+H‘Pala rslg dan bertanggungjawab - Hangan Daerah selaku pembantu pengelola

né e
ncf“:cn koordinir penyeldenggaraan pengelolaan
b asing-masing SKPD; dan

m
Lmbantu pengelola  dalam melaksanakan

b .Timiiksud pada ayat (2).

barang milik daerah dapat melimpahkan
antu pengelola.

barang milik daerah yang ada pada

kewenangannya sebagaimana

__1a Satuan Kerja Perangkat

k he enang dan bertanggungjawab:
J mmgajukan rencana k_el:_.-utu_han barang milik daerah bagi satuan kerja

rangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

1 mr:ngaju"ﬁ“ permohonan Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan

parang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang

sah kepada Bupati melalui pengelola;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya;

d menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya;

. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; .

[ mengajukan wusul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati melalui pengelola;

g menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

b melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaannya; dan

I menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5
llima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Daerah selaku pengguna barang milik daerah,

' Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah,
Wenang dan bertanggung jawab:
(3 Mengajukan rencana kebutuhan barang milik dacrah bagi unit kerja yang
dipimpinnyu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
Penguasaannya;
Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
“Pentingan penyelenggaraan  tugas pokok dan fungsi unit kerja yang
d 1jll’‘mPinnya; -
! mfﬂgamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
¢ PNguasaannya; .
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daeral
{ Y*Mg ada dalam penguasaannya; dan
Menyusun  dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa_Pcngguna Semest
‘LHK!-‘S] dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang bera
talam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah ye

"Sangkutan.

L&

(7) Penyimpe
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= baranglbﬁrtl.lgas menyim
peﬂ.‘""ﬂgng meliputi:

.;Fpﬂ'cjﬂkukﬂn pe;t:llt:t?iakr; :aéang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan

o ;‘;l‘aﬁ };{a::f meny €ngan jelas jenis, jumiah, dan keterangan lain yang
- arjukarl .
dipe” jiti dan menghimpun dokumen

en - umlah dan kualitas b
Jiti jumlah dan kualitas barang yang diteri - an;
menel t barang milik daerah }*angg e i

cata g diterima ke dalam buku/kartu barang;
nn:zlr:ib“at laporan penerimaan, penyaluran dan stock/ p-:r;ediaan bararglg milik
orah kepada pengguna;
enghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan
b parang Secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila
waktu-waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan,
membuat [aporap secara PE!_‘iudic: maupun insidentil mengenai pengurusan
i barang yang menjadi tan_ggung}awabnya kepada pengelola melalui pengguna, dan
nengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan.

Pan barang milik daerah yang berada pada

pengadaan barang yang diterima;

I
| pngurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada
I qasing-masing SKPD, yang meliputi:

, mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD
yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu
nventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI)
dan Buku Induk Inventaris (BIl} sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang
Milik Daerah;

5, melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam
Kartu Pemeliharaan,;

¢ menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan serta Laporan Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang
berada di SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang milik
daerah;

d menylapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak
dipergunakan lagi;

fembantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus
barang milik daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.

an}'impan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diangkat dari
:anai Negeri Sipil dengan Keputusan Pengelola dan tidak boleh dirangkap oleh
ndahara,

BAB IV
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 5

Penpe 5
I:ELkllu!a, pengguna/kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik
‘Nl Yang berada dalam penguasaannya.

Pe
{ . ﬂEﬂmanaﬂ barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. MMgamanan administrasi meliputi  kegiatan pembukuan, = inventaris;
laporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, Iy
€Pemilikan kendaraan bemotor (BPKB), dan dokumen lainnya); g

b : b. pengaman;
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anan fisikk untuk mence e

pgam : ; . cegah terjadin : ;

pznurun"m Jurr}la'fll{ barang dan hllangnya bjarangy-aI Penurunan fungsi barang

amanan fisik untuk tanah dan ’ :

e ) : = J angunan dilakukan dengan cara

C, gcmagardn dan pecmasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan gilakukan
ngan cara penylmpanan dan P¢meliharaan; dan

dent hukum : ai :
am?nan Antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
d kcpemlllkan.

Pasal 6

ot AL sebaaimans Gimahous dalm Fasl S Ayt (3 bt &

é pengamanan administr atif terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:

1) pencatatan/inventarisasi oleh pengguna untuk barang di lingkungan SKPD
dan dilapork_an kepada pengelola melalui pembantu pengelola;

2) pencatgtanllnventarisasi oleh pembantu pengelola barang untuk barang
yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola;

3) pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan
(BPKB,Faktur dan lain-lain) barang milik daerah.

a.

;. Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan
cara:

1) pencatatan/inventarisasi secara tertib oleh pengguna untuk barang di
lingkungan SKPD dan dilaporkan kepada pembantu pengelola;

2) pencatatan/inventarisasi secara tertib oleh pengelola untuk barang di
lingkungan pengelola/pembantu pengelola;

3) penyelesaian bukti kepemilikan seperti : [zin Mendirikan Bangunan (IMB),
Berita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli/Surat Pelepasan
Hak (SPH) dan dokumen pendukung lainya dilaksanakan oleh pengguna
barang sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4) pensertifikatan tanah dilaksanakan oleh pembantu pengelola barang; dan

5) penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola dalam hal ini
dilaksanakan oleh pembantu pengelola.

¢ Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara
Pencatatan dan penyimpanan secara tertib.

|

P?Hgamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal S Ayat (2) huruf b,
laksanakan sebagai berikut:

Pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:

1) pemanfaatan sesuai tujuan;

2] penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka; dan
Pemasangan tanda kepemilikan/ label dilakukan ole;h pengguna dengan
koordinasi pembantu pengelola dengan ukuran sebaga.l berikut :

(@) tanda kepemilikan harus dicantumkan pac'1a setiap barang inventaris,
kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya,
cukup dicatat dalam BIKIB dan KIR;

(b) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan roda
4 (empat) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat;

(©) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor ‘Ff)da 3 (tiga) dan 2 (du
ditempatkan pada bagian badan yang mudah dlhh.a G )

(d) tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor lainnya ditempatkan

tempat yang mudah dilihat.

b. Pe€ngamana
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manan terhadap barang tidak ;
Pﬂnpznjagﬂﬂn i ﬂlﬂh[:pt:n bergerak dilakukan dengan cara:
il

i BBUna sesuai tyg: it
an dilakukan . ugas pokok dan fungsi; dan
2 pﬂmaﬁ?;ergunakan ?mt?j;:h PENgEuna terhadap tanah dan/atau bangunan
JFE:-.:fbn;,an1:l.l pengelola I‘.el‘hl::;l: Elﬂ:'lggaraan tugas pokok dan fungsi dan D|;E
P anah 1
diserahkan oleh pengguna kepada Bupaufﬂanf atau bangunan yang ¢
3) Pﬂma?:;:ﬁ?:t;j];i tanda kcpem_ilika.n dilakukan oleh pengguna terhadap
tanah dan fungsi dgunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
lﬂ“;lfu-lan yang t.t:1::11L {‘;I'Eh Pﬁrﬁabanm pengelola terhadap tanah dan/atau
ban p 1sera n oleh . adalah
sebagai berikut : , pengguna kepada Bupati a
(a) pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas
dicantumkan pada sebuah Papan yang berukuran 15 x 25 cm,

sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang berukuran
sekurang-kurangnya 60 x 100 cm,.

(b) pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas Daerah

dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata

dari jalan umum, yang berbentuk pada kecil dengan ukuran :
a) lebar 15 cm;

b) panjang 25 cm;

¢) gambar lambang Daerah berbentuk bulat ukuran garis tengah
6 cm;

d) tinggi hurul 2 cm.

. pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan/pengurus
barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai
dengan [isik barang tersebut agar barang-barang terhindar dari kerusakan fisik.

I Pngamanan melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)
furuf d, terhadap barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain
dlakukan dengan cara:

i musyawarah (negosiasi) untuk mencapai penyelesaian pada tahap awal
dilaksanakan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya dilaksanakan oleh
pengelola;

% upaya pengadalian perdata maupun pidana dikoordinasikan oleh bagian hukum;
dan

t penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau
Penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau
bersama-sama bagian hukum, pembantu pengelola dan SKPD terkait,

Pasal 7
 Baran

o7ang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah
derah

h:lans milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan
: fama Pemerintah Daerah.

i"’fp:ng milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti
Milikan atas nama Pemerintah Daerah.

L Pasal 8

™ mij 1

\cﬁah?l:‘ilk daerah dapat diasuransikan sesual kemampuan keuangan daerah ¢
*N sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

l g -

B Bagi:
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Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 9

ih aradn mempal-:an kegiﬂlltan atau tindakan agar semua Ea:a.ng selalu dalam
e o baik dan siap untuk digunakan secarg berdaya guna dan berhasil guna.

Jjharaan d|lakukan' terhadap barang inventaris yang sedang dalam un'lf
piMc an, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi
JP‘m’ayghinEﬂa drapat dlca!::—al pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan
351- gari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

.g]cnggafaa“ pgmcliharaan dapat berupa: '

m‘%emelihﬂfﬂan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit

| & nakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran;

l pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara

b perkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan
gnggaran; dan |

_ pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara

" sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga
sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan

pembﬂbﬂﬂ an anggaran.

snyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah
E; wrhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor:

1 Biologis; )

4 Cuaca, suhu dan sinar;

¢ Air dan kelembaban;
i Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang

bersangkutan dan sifat barang lain, getaran dan tekanan; dan
t lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat

lainnya mengurangi kegunaan barang.
Pasal 10

| Bafaﬂg yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam
Inventaris.

f’fﬂﬁna pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran

#kerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas

. Stcara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau
Me pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.

Yliap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud

. 20 ketentuan sebagai berikut:

S memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan,

b }Takpya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya:

' ;. Yadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahun

L r,::;E""m'mtl'at.eu‘: Barang; dan : :

P08 Tahunan Pemeliharaa Barang disampaikan kepada Pengelola melaly;
ANty Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun

n
%8aran ya ng bersangkutan.

(4) Untuk

.'Il%
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cana Tahunan Pemeliharaan - : i oleh
pD dan diajukan pada wakty é:l;a;ge o At dlm{iawﬂ%ﬂpkﬂ,
, U gla ikian maka Rencana Tap ;- b prowed i yane o
¥ demis . ‘ahunan Pemeliharaan barang merup

gan i pelaksanaan pemelihar . hal
#pdﬂsaﬂ g Rencana Pemelih aan barang, Setiap peru af: yang
#“dukﬂn da ol s{:ﬁ‘laraanlblarang harus dengan sepengetahuan Kepala
4o yans bersang » Sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu
ghr™
B la.
o :
qcanaan pemeliharaan gedung yang digunakan oleh beberapa SKPD ditetapkan

i3 a.
r ;h P"“geml
Pasal 11

sanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu
lola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan Daftar Kebutuhan

i E::xg:ljharaan Barang Milik Dacrah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD.

giaya Pgmuliflﬂfﬂﬂﬂ barang milik dacrah dibebankan pada APBD.
l

. pelaksanaan P“W“?‘:hﬂmﬂ" barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah
! erja/ Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

| plam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat
r tartu Pemeliharaan / perawatan yang memuat:
. Nama barang inventaris;
b Spesifikasinya;
¢ Tanggal perawatan;
| ¢ Jenis pekerjaan atau pemeliharaan,
¢ Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan:
[ Biaya pemeliharaan/perawtan;
¢ Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;
h. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus
barang.

E Felaksanaan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang telah dituangkan kedalam DPA-SKPD.

' Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang:
2, pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan

b Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang;
hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang

i dilandatanganj oleh Panitia Pemeriksaan Barang, .
* Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola

i Melalui Pembantu pengelola;
" Pémbantu Pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang

dan dilaporkan kepada Bupati.

K

b

Pasal 12

" Pey v

haégllna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil Pemeliharaan

P"rtgg]g Sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Bupati melalyj Pembanty
ola S€tiap semesteran dan tahunan.

(2) Daftar
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n +
damehhﬂraan yang tidak menambah pjjg; barang/
aset.

i :
p:fﬁba vilik Daerah yang dilakukan dal

o nlmeﬂ}msun Daftar Hasil Pemeliharaan
m 1 (satu) tahun anggaran.

Kartu Pemeliharaan sebg

11
gorma kan satu kesatuan dan bagi

r . galmana tercantum dalam Lampiran II, yang
mgt'u

an tidak terpisahkan darj Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
parang yang berada dalam kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit

Eaan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka

manan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat
h/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 14
 Barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak/belum memiliki
dokumen/bukti kepemilikan barang wajib dilakukan inventarisasi, dibukukan dan

dlaporkan serta diberi keterangan dengan singkat dan jelas.

#Penelusuran dan penghimpunan dokumen/bukti kepemilikan barang dilakukan oleh
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

kﬂnkumen;’ bukti kepemilikan barang yang asli dilaporkan dan diserahkan kepada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dengan
Berita Acara;

Pasal 15

h’iran merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sis[fm d liharaan barang milik daerah yang telah
: an anan dan pemelinaraat & e
d’lakﬁanakaﬁmizg:]ru fneniaeﬁakm‘)’a Peraturan ini berpedoman pada ketentuan

mndang*undangan yang berlaku.

" Dy L in lak istem d
gan hery Bupati ini, maka pelaksanaan sistem dan prosedur
F‘Dfn anana]ézi';}’aeiiﬁhif:;h barang milik daerah mempedomani Peraturan ini,
i terhadap perfgaturan yang sama dengan muatan materi dan bertentangan
Ny raturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
P : BAB VII ...

Ny
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BAB viI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
; gupﬁﬁ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1

rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

“;ﬂlfnn}fﬂ dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang
F« Ditetapkan di Sintang

{ BUPATI SINTANG A~

et

F
q]/ MILTON CROSBY

4 i
. kan di Sintang
-‘iﬁnﬂggai 4 onai Boir

g DAMERAH KABUPATEN SlN'I‘ﬂNG,(

aHiFLl HAJT AHMAD

i~

‘Lau DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 343
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LAMPIRAN1  : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR  : JJ Tapum~ 2012
TANGGAL Qum 012
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN
KENDARAAN RODA 2

—_— s M e

DIISI KODE LOKASI
2CM
02 03 01 05 01
KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN
RUMAH DINAS GOLONGAN 11
5 ISCM 4
DIIS] KODE LOKASI l
15CM

0311 02 02 08

BAHAN DARI PAPAN

PAPAN NAMA/STIKER BARANG MILIK DAERAH

HODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN
RUMAH DINAS DAERAH [GOL (LI}

DIIS] HODE LOKASI

0311020308

LEBAR 15 CM

PANJANG 25 CM

LAMBANG DAERAH BERBENTUK BULAT
URKURAN GARIS TENGAH 6 CM

TINGGI HURUF 2 CM

BAHAN PAPAN

KODE BARANG DAN TANDA HEPEMILIKAN
TANAH KOSONG/PERUNTUKAN

o

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN TANAH :
NOMOR

TANGGAL

TAHUN

LUAS TANAH :

= &

UKURAN SEKURANG-KURANGNY A

LEBAR &0 CM
- PANJANG 100 CM
- LAMBANG DAERAH 15 CM [LEBAR)
= TINGGIE DARI TANAH 200 CM
- TINGGI HURUF A. ATAS 1O CM
B. BAWAH 7 CM
= LATAR BELAKANG CAT WARNA PUTIH
BAHAN
- PAPAN/ALMUNILM

- TIANG DARI KAYU KLS 2/BESI

BILPATT SINTANCG, +
s

———
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR @ 3% 2012
TANGOAL Aural 2012
TENTANG

Sk

KAB : BINTANG

PROV @ KALIMANTAN BARAT

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH

FORMAT KARTU PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

KARTU PEMELIHARAAN BARANG

Catntan ;

PETUNJUE PENGISIAN KARTU PEMELIHAAAN HARANG
DARD TANGOAL 1 JANUART 20 ... 5.0 (e, 1) I
Carm Penglainn

Kol 1 @ THisl nomor urat

Bolom 2 ¢ st nonnnr Kede DBoroang doct barnng yong dipesbaikif dirawm
Foianimy 2y 5 Ukibmi Moanor Hegister Finrnng
Woikonmm 4 T oind mvarnes Voo annng dhinrd bsrorgg yomg sbpe kbl falirmwnt
Wolenu % 5 Vil peads g o Whinr s ebngive, seilnng o e
Woralawiny 15 Noakimy g pasye i libe

wun [ Ve gy wosii inelakin o peose e s
L]

CERTETETTEET)
B

Laporan Bulonon, Triwulan dan Tabunon diperoleh dor Kocta Pemeliboenan Barong

IS [ manree s ey B e eupate s

ﬁr’ MILTON CROSRY

s e

TAHUN ANGGARAN ...
Kode Lokasi @ ..ocoovanee
KODE NAMA BARANG YANG T e M E KTl PEMELIHARAAN KET
r NO SRR Lo FEETTR CIBEEILIATA JEMIS PEMELIHARAAN | YO MEMELIHARA | TOL PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN BU X RAA
1 2 3 1 5 B 7 ] 9 1o
MENGETAHUI ; PENGURUS BARANG
KEPALA SKI'D
| SRRy )




